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a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. maka 
perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 
Tahun 2008 tentang Kepelabuhanan di Kota Batan1~ 

b. bahwa penyesuaian terhadap Peraturan Daerah sebagaimana 
din1aksud pada huruf a meliputi menghapuskan ketentuan yang 
terkait dengan pajak kepelabuhanan. melakukan penyesuaian 
terhadap jenis retribusi daerah serta tarif retribusi daerah~ 

c. bahwa dalam penyelenggaraan kepelabuhanan. peran Pemerintah 
Daerah dapat diwujudkan melalui pengusahaan pelabuhan oleh 
Badan Usaha Pelabuhan milik Pemerintah Daerah atau 
dikerjasamakan dengan Pemerintah Daerah yang dibentuk sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
berdasarkan mekanisme konsesi dari penyelenggara pelabuhan. 
sehingga dapat memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah: 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a. huruf b. dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 
Tahun 2008 tentang Kepelabuhanan di Kota Batan1~ 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945~ 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 
tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1996 Nomor 73. tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 364 7); 



3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Rokan 
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batatn (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tan1bahan 
Le1nbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Non1or 34 Tahun 
2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Non1or 53 
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, 
Kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, 
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan 
Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4880); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pe1nerintahan 
• Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Non1or 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Len1baran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Non1or 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 
Tatnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 4 725); 

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Le1nbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4739); 

7. Undang-Undang Non1or 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N01nor 4849); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Le1nbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5059); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Non1or 5234 ); 



11. Peraturan Pen1erintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang·Pengendalian 
Pencen1aran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Non1or 32, Tmnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Non1or 3816)~ 

12. Peraturan Pen1erintah N01nor 27 Tahun 1999 tentang Analisis 
Mengenai Dampak Lingkungan (Len1baran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 132, Tambahan Le1nbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3816)~ 

13. Peraturan Pe1nerintah Nomor 61 Tahun 2009 ten tang 
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 151, Tan1bahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5070)~ 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 ten tang Kenavigasian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 5093 ); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Len1baran Negara Repu_blik 
Indonesia Tahun 2010 Nom or 21, Tan1bahan Len1baran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5103 ); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 ten tang Angkutan di 
Perairan (Lembaran N egara Republik Indonesia Tahun 20 1 0 
Non1or 26, Tambahan Le1nbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5108)~ 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 ten tang Perlindungan 
Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Len1baran Negara Republik 
Indonesia Nomor 51 09); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran ~egara Republik Indonesia 
Tahun 2010 nomor 119, Tan1bahan Len1baran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161 ); 

19. Peraturan Daerah Kota Bata1n Non1or 2 Tahun 2004 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batan1 Tahun 2004-2014 
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2004 Nomor 52 Seri C)~ 

20. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batan1 Tahun 2007 Nomor 
12); 

21. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 ten tang 
Urusan Pen1erintahan Yang Menjadi Kewenangan Pen1erintahan 
Kota Batan1 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, 
Tan1bahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67)~ 



Dengan Persetuj uan Bersan1a, 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAT AM 

dan 

W ALIKOT A BAT AM 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERA TURAN DAERAH TENT ANG PERU BAHAN AT AS 
PERA TURAN DAERAH NOMOR 1 T AHUN 2008 TENT ANG 
KEPELABUHANAN DI KOT ABA TAM. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan pada Peraturan Daerah Kota Batam Nmnor 1 
Tahun 2008 tentang Kepelabuhanan Di Kota Batam (Lembaran Daerah 
Kota Batam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Batam Nomor 56) diubah sebagai berikut : 

1. Pasal 1 angka 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 4 7, 48, 53, 54 dihapus 
dan ditambah angka 55, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Daerah Kota Batam. 

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut 
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam. 

3. Pemerintahan Daerah adalah Pen1erintah Kota Batan1. 

4. Walikota adalah Walikota Batam. 

5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 

6. Propinsi adalah Propinsi Kepulauan Riau. 

7. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota 
Batam. 

8. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Batam 
yang memiliki fungsi mengatur, mengawasi dan 
tnengendalikan penyelenggaraan kepelabuhan. 

9. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan 
pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunj ang kelancaran, 
keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penun1pang 
dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, ten1pat 
perpindahan intra dan/atau antarmoda serta tnendorong 
perekonomian nasional dan daerah dengan tetap 
metnperhatikan tata ruang wilayah. 



10. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan 
disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat 
kegiatan petnerintahan dan kegiatan ekonon1i yang 
dipergunakan sebagai ten1pat kapal bersandar, berlabuh, naik 
turun penumpang dan atau bongkar n1uat barang yang 
dilengkapi dengan fasilitas keselan1atan pelayaran dan kegiatan 
penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra 
dan antar moda transportasi. 

11. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya 
melayani kegiatan 

1 
angkutan laut dalan1 negeri dan 

internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan 
internasional dalan1 jumlah besar, dan sebagai tempat asal 
tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan 
penyeberangan dengan jangkauan pelayanan an tar provinsi. 

12. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya 
melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat 
angkutan laut dalam negeri dalan1 jumlah tnenengah, dan 
sebagai tempat asal tujuan penun1pang dan/atau barang, serta 
angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar 
provinsi. 

13. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi 
pokoknya tnelayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih 
muat angkutan laut dalatn negeri dalan1 j umlah terbatas, 
merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan 
pengun1pul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang 
dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan 
jangkauan pelayanan dalan1 provinsi. 

14. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam 
sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, ten1pat 
penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, 
dan/atau ten1pat 'bongkar muat barang. 

15. Tern1inal khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah 
Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan 
Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat 
untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha 

. pokoknya. 

16. Terminal untuk Kepentingan Sendiri adalah tern1inal yang 
terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah 
Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang n1erupakan bagian 
dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai 
dengan usaha pokoknya. 

17. Jasa Kepelabuhanan adalah pelayanan yang disediakan oleh 
penyelenggara pelabuhan a tau Badan U saha Kepelabuhanan 
untuk terlaksananya fungsi-fungsi pelabuhanan. 

18. Jasa terkait dengan kepelabuhanan adalah kegiatan usaha yang 
bersifat memperlancar proses kegiatan di bidang pelayaran 
atau kepelabuhanan, termasuk kegiatan penunjang pelabuhan. 



19. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun. 
yang digerakan tenaga n1ekanik. tenaga angin atau ditunda, 
tern1asuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis. kendaraan 
di bawah pern1ukaan air, serta alat apung dan bangunan 
terapung tidak berpindah-pindah. 

20. Kapal niaga adalah kapal yang dipergunakan untuk 
mengangkut barang, penmnpang dan hewan yang berkunjung 
ke pelabuhan untuk kepentingan niaga yang dioperasikan oleh 
perusahaan pelayaran. 

21. · Kapal bukan niaga adalah kapal yang berkunjung dipelabuhan 
dalam keadaan darurat antara lain mengambil air, bahan 
makanan, bahan bakar serta keperluan lain yang dipergunakan 
dalan1 melanjutkan perjalanannya, menan1bah anak buah kapal 
mendapat pertolongan dokter, pertolongan dalam kebakaran 
serta pembasmian tikus. 

22. Keselamatan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya 
persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut 
angkutan di Perairan, Kepelabuhanan dan lingkungan maritim. 

23. Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah peralatan atau sistem 
yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan 
untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi 
kapal danlatau lalu lintas kapal. 

24. ·Salvage adalah pekerjaan untuk men1berikan pertolongan 
terhadap kapal danlatau muatannya yang n1engalami 
kecelakaan kapal atau dalam keadaan bahaya di perairan 
termasuk mengangkat kerangka kapal atau rintangan bawah air 
atau benda lainnya. 

25. Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah a tau 
pemerintah daerah di pelabuhan sebagai otoritas yang 
menyelenggarakan pelabuhan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Otoritas 
Pelabuhan (Port Authority) atau Unit Penyelenggara 
Pelabuhan. 

26. Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga 
pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang n1elaksanakan 
fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan 
kepelabuhanan yang diusahakan secara kon1ersial. 

27. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di 
pelabuhan sebagai otoritas yang n1elaksanakan fungsi 
pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan 
kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan 
untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara kon1ersial. 

28. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan 
usahanya khusus dibidang pengusahaan tern1inal, fasilitas 
pelabuhan dan jasa kepelabuhanan lainnya. 



29. Badan adalah badan hukum Indonesia yang khusus didirikan 
untuk pelayaran atau melaksanakan penyediaan jasa 
kepelabuhanan, n1eliputi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Swasta dan Koperasi. 

30. Kawasan Pelabuhan adalah wilayah kepelabuhanan yang 
n1eliputi daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah 
lingkungan kepentingan pelabuhan. 

3 I. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan 
berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di 
Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan 
Kepentingan pelabuhan. 

32. Daerah Lingkungan Kerja, yang selanjutnya disingkat DLKr 
adalah wilayah perairan dan daratan yang dipergunakan secara 
Langsung untuk Kegiatan Kepelabuhanan. 

33. Daerah Lingkungan Kepentingan, yang selanjutnya disingkat 
DLKp adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja 
perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjan1in 
keselamatan pelayaran. 

34. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 

35. Instalasi bawah air adalah instalasi kabel, pipa dan peralatan 
lainnya yang digelar atau dipendam dibawah dasar laut (Sea 
Bed). 

36. Saluran pengambilan/pembuangan Air Laut adalah saluran 
yang dibangun untuk pengambilan air laut dan buangan air 
untuk proses industri. 

37. Moda adalah alat angkut/sarana angkutan untuk memindahkan 
barang/ hewan/ orang/ tumbuhan dari satu tempat ke ten1pat 
lain. 

38. Wilayah perairan laut adalah wilayah elevasi surut 
sebagaimana dimaksudkan oleh angka 6 Pasal 1 Undang­
Undang Non1or 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan 
wilayah laut sebagain1ana dimaksudkan oleh ayat (4) dan (5) 
Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang berada 
dalan1 wilayah administratif Daerah. 

39. dihapus; 

40. dihapus; 

41. dihapus; 

42. dihapus; 

4 3. dihapus; 

44. dihapus; 

45. dihapus; 

46. dihapus; 



4 7. dihapus; 

48. dihapus; 

49. Retribusi Daerah, yang untuk selanjutnya disebut dengan 
retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 
atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan/atau 
diberikan oleh Pen1erintah Daerah untuk kepentingan orang 
pri badi a tau bad an. 

50. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang n1enurut 
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk 
melakukan petnbayaran retribusi, termasuk pen1ungut atau 
pemotong retribusi tertentu. 

51. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat 
SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya 
pokok retribusi. 

52. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat 
STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ 
atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 

53. dihapus; 
54. dihapus; 

55. Konsesi adalah pemberian hak oleh penyelenggara pelabuhan 
kepada Badan U saha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan 
penyediaan dan pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam 
jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu. 

2. Ketentuan pada BAB XI Pasal 32 ditambah 1 ayat sehingga 
keseluruhannya berbunyi sebagai berikut : 

BABXI 
KERJASAMA 

Pasal 32 

( 1) Dalam pelaksanaan pelayanan jasa kepelabuhanan, 
penyelenggara pelabuhan dapat melaksanakan ke1jasan1a 
dengan penyelenggara pelabuhan lainnya, Badan Usaha 
Pelabuhan dan atau Pemerintah Daerah. 

(2) Dalatn n1elaksanakan kerjasan1a sebagaimana ditnaksud 
dalan1 ayat ( 1 ), berdasarkan azas saling n1enguntungkan, 
prinsip kesetaraan, dan berdasarkan kepada ketentuan yang 
berlaku. 

(3) Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain 
dalam pelaksanaan Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai ketentuan yang 
berlaku. 



( 4) Tarif pelayanan jasa kepelabuhanan yang penyelenggaraan 
pelabuhanannya dikerjasamakan sebagain1ana din1aksud pada 
ayat ( 1) dapat mengacu kepada tarif retribusi jasa 
kepelabuhanan. 

3. ketentuan pada BAB XIII dihapus. 

4. ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 63 

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut 
retribusi sebagai pen1bayaran atas pelayanan kepelabuhanan pada 
pelabuhan yang disediakan, dimiliki, danlatau dikelola oleh 
Pemerintah Daerah. 

5. ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal64 

( 1) Objek Retribusi adalah pelayanan kepelabuhanan yang 
meliputi : 

a. 1asa Labuh; 

b. Jasa Tan1bat; 

c. 1asa Pen1anduan; 

d. 1asa Tunda; 

e. 1 asa Air Bersih. 

f. 1 as a Dermaga; 

g. Jasa Penumpukan~ 

h. Pas Penun1pang; 

i. Pas Pelabuhan; 

j. Sewa Perairan. 

(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagain1ana din1aksud 
pada ayat ( 1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang 
disediakan, dimiliki danlatau dikelola oleh Petnerintah, 
BUMN, BUMD, dan pihak swasta. 



6. ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 65 

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang n1enerima 
pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan yang disediakan, 
din1iliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

7. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 66 

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan digolongkan sebagai Retribusi 
Jasa Usaha. 

8. Ketentuan Pasal 69 diu bah dan ditambah ayat (3 ), ayat ( 4) dan ayat 
(5), sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 69 

( 1) Struktur tarif · digolongkan berdasarkan Jems Jasa yang 
diberikan. 

(2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagaimana din1aksud 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Daerah ini. 

(3) · Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan 
peninjauan kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 

(4) Peninjauan tarif sebagaimana din1aksud pada ayat (3) 
dilakukan dengan tnempertimbangkan indeks harga dan 
perkembangan perekonomian. 

( 5) Penetapan tarif sebagain1ana dimaksud pad a ayat ( 4) 
ditetapkan dengan Peraturan Walikota. 

9. ketentuan Pasal 72 ayat ( 1) dihapus, sehingga Pasal 72 berbunyi 
sebagai berikut : 

Pasal 72 

( 1) dihapus. 

(2) Retribusi dipungut dengan n1enggunakan SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan. 

10. Ketentuan Pasal 74 diubah dan ditambah ayat ( 1) dan ayat (2) 
sehingga berbunyi sebagai berikut : 



Pasal 74 

( 1) Retribusi terutang yang tidak a tau kurang dibayar ditagih 
dengan n1enggunakan STRD. 

(2) Penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran. 

(3) Setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, 
pejabat dapat n1engeluarkan surat teguran/peringatan lain/surat 
·lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan 
retribusi. 

(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat 
teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), wajib retribusi harus melunasi 
retribusinya yang terutang. 

11. Ketentuan Pasal 77 diubah dan ditan1bah ayat (3), ayat (4) dan ayat 
(5), sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 77 

(1) Hak untuk n1elakukan penagihan Retribusi menjadi 
kedaluwarsa setelah melan1paui waktu 3 (tiga) tahun terhitung 
sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika w~jib Retribusi 
melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. 

(2) K.edaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1 ), tertangguh j ika : 

a. Diterbitkan Surat Teguran; atau 

b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik 
langsung maupun tidak langsung. 

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak 
tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. 

( 4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retr"ibusi dengan 
kesadarannya 1nenyatakan masih n1empunyai utang Retribusi 
dan belum melunasinya kepada Pen1erintah Daerah. 

(5) Pengakuan utang Retribusi secm·a tidak langsung sebagain1ana 
dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan 
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan 
permohonan keberatan Wajib Retribusi. 

12. Ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 2 ( dua) Bab dan 2 
( dua) Pasal, yakni Bab XIV A, Bab XIV B, Pasal 77 A dan Pasal 77 
B sehingga berbunyi sebagai berikut : 



BAB XIV A 
INSENTIF PEMUNGUT AN 

Pasal 77 A 

TAT A CARA, PENGH~PUSAN PIUT ANG DAN RETRIBUSI 
Y ANf KEDALUW ARSA 

( 1) Piutang Retribusi yang tidak n1ungkin ditagih lagi karena hak 
untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat 
dihapuskan. 

(2) Walikota n1enetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak 
dan/atau Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagain1ana 
dimaksud pada ayat ( 1 ). 

(3) Tata cara penghapu~an piutang Retribusi yang sudah 
kedaluwarsa diatur oleh Walikota. 

BAB XIV B 
INSENTIF PEMUNGUTAN 

Pasal 77 B 

( 4) Instansi yang tnelaksanakan pen1ungutan Retribusi dapat 
diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. 

(5) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. 

(6) Tata cara pemberian dan pen1anfaatan insentif sebagaimana 
ditnaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. 

13. Ketentuan Pasal 83 dan Pasal 84 pada BAB XIX dihapus, sehingga 
BAB XIX berbunyi sebagai berikut : 

BAB XIX 
SANKS I ADMINISTRATIF 

DAN SANKS! PIDANA 

Bagian Kesatu 
Sanksi Administratif 

Pasal 82 

Pelanggaran terhadap Ketentuan sebagaimana Pasal 12, Pasal 13, 
Pasal 19 ayat ( 1 ), Pasal 20, Pasal 21 ayat ( 1) dan (3 ), Pasal 22, 
Pasal 24, Pasal 27, Pasal 30 ayat (2), dapat dikenakan sanksi berupa 
Pencabutan Izin Operasi Pelabuhan yang ketentuan pelaksanaannya 
diatur dengan Peraturan Walikota. 



Bagian Kedua 
Sanksi Pidana 

Paragraf 1 
Sanksi Pidana Pajak 

Pasal 83 

Dihapus 

Pasal 84 

Dihapus 

Paragraf2 
Sanksi Pidana R~tribusi 

Pasal 85 

(1) · Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya 
sebagaimana din1aksud pada Pasal 69 diancam dengan pidana 
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 
3 (tiga) kali dari besarnya retribusi. 

(2) Tindak Pi dana sebagain1ana dimaksud pada ayat ( 1) adalah 
pelanggaran. 

(3) ·oenda sebagain1ana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
penenmaan negara. 

14. Ketentuan Pasal 86 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga 
Pasal 86 berbunyi sebagai berikut : 

(1) dihapus. 

BAB XX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 86 

(2) Sen1ua Pelabuhan yang telah ada dan beroperasi, tetap dapat 
beroperasi, dengan ketentuan selmnbat-lambatnya dalan1 
Jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini 
berlaku, wajib menyesuaikan dan n1engajukan Pembaharuan 
Izin Operasi, Daerah Lingkungan Ketja Pelabuhan, dan 
Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan berdasarkan 
Peraturan Daerah ini. 

(3) dihapus. 

( 4) dihapus. 



Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kota Batam. 

Ditetapkan di Batam 
pad a tanggal 17 November 2011 

W ALIKOT A BAT AM. 

ttd 

Drs. AHMAD DAHLAN. MH 
Diundangkan di Batam 
pad a tanggal 1 7 November 2011 

SEKRET ARIS DAERAH KOT A BAT AM. 

ttd. 

AGUSSAHIMAN 

LEMBARAN DAERAH KOTA BAT AM TAHUN 2011 NOMOR 12 

Salinan s~:suai deng.an aslin)<L 
An. Sekretaris Dacrah Kota Batam 

Pembina. Nip. 19671124 199403 I 009 



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM 

NOMOR 12 TAHUN 2011 

TENTANG 

PERUBAHAN AT AS PERA TURAN DAERAH KOT A BAT AM NOMOR 1 T AHUN 
2008 TENTANG KEPELABUHANAN 01 KOTA BATAM 

I.UMUM 

Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan khususnya di sektor pelabuhan 
dan menindaklanjuti pertimbangan Kementerian Dalan1 Negeri dan Gubernur 
Kepulauan Riau untuk melakukan evaluasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 
ten tang Kepelabuhanan di Kota Batan1 dan menyesuaikan dengan ketentuan U ndang 
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan 
penyusunan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2008 
tentang Kepelabuhanan di Kota Batam. 

Pemerintah Kota Batan1 seiring dengan penyesuaian Peraturan Daerah sebagaimana 
dimaksud diatas antara lain melakukan penghapusan ketentuan yang terkait dengan 
pajak kepelabuhanan. penyesuaian terhadap jenis retribusi daerah serta tarif retribusi 
daerah. juga materi muatan perubahan lainnya mengacu ketetentuan Undang-undang 
Nomor 28 Tahun 2009. yaitu khusus terkait dengan retribusi dan mekanisme tarif 
retribusi daerah. 

Selain penyelenggaraan kepelabuhanan diharapkan me1nberikan manfaat kepada 
Pemerintah Daerah. juga dari kontribusi peran Pemerintah Daerah melalui 
pengusahaan pelabuhan oleh Badan Usaha Pelabuhan yang dibentuk sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan n1ekanisme konsesi dari 
penyelenggara pelabuhan. dapat menjadi Pendapatan Asli Daerah. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

Cukup jelas. 

Pasal II 

Cukup jelas. 

TAM BAHAN LEMBARAN DAERAH KOT A BAT AM NOM OR 80 

Salinan sesuai dengan aslinya. 
An. Sekretaris Daerah Kota Batam 



LAMPIRAN I 
PERATliRAN DAERAH KOlA I-3AlAM 
NOMOR 12 TAHLIN 2011 
TENlANG 
PUWI1AIIAN AlAS PLRATLJRAN DAFRAH 
KOlA BA lAM NOMOR I lAIILJN 200R TLNTANCJ 
1\.IPII.;\BliHANAN Dl 1\.0TA RATAM 

TARIF RETRII:3LJSI .IASA LA1:3LJH DAN TAMBAT 

A RETRIBUSI .IASA LABUH 

NO LIRAI/\N 

I LJNTLII\. 1\.APAI. ANCiKl :TAN DALAM NHiLRI 

- 1\.apal Niaga 

- Kapal Bukan Niaga 

2. liNTLIK 1\.APAL ANCiKUTAN l.LIAR Nt-::CiFRI 

B RETRIBUSI .IASA TAM BAT 

NO 

I 

URAIAN 

Kapal yang melakukan kegiatan di Pelahuhan LJmum · 

a Tamhatan Dermaga ( hesi.heton.dan ka) u) 

- Kapal Angkutan Laut Luar Negeri 

- Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri 

h Tamhatan Breasting. dolphin. pelampung : 

- Kapal Angkutan Laut Luar Negeri 

- 1\.apal Angkutan Laut Dalam Negeri 

a. Tamhatan Pinggiran atau lalud : 

- Kapal Angkutan Laut Luar Negeri 

- Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri 

d. Tamhatan 1\.apal Pelayaran Rak~at & Perintis 

1. Dermaga Beton/1:3esi 

2. Dennaga 1\.ayu/Pinggiran 

Salinan sesuai dengan aslinya. 
An. Sekretaris Daerah Kota Batam 

Asisten Pemerintahan 
uh. 

1\.EPALA BAGIA fiLIKUM 

Pemhina. Nip. 19671224 199403 I 009 

--

IARII· ( RP)/l!S$ S/\TLIAN 

Rp. 50.- Per GT/1\.unjungan 

Rp 25.- Per CiT/Kun_1ungan 

LIS$ O.ORO Per (il/1\.un.Jungan 

TARIF SATU/\N 

liS $ 0 088 Per CiT/etmal 

Rp. 48.- Per CiT/etmal 

liS $0.0-B Per CiT/etmal 

Rp 19.- Per Cil/etmal 

us$() 011 Per GT/etmal 

Rp. 12.- Per (il/etmal 

Rp. 25 000.- Per 1\.unJungan 

Rp 15.000.- Per I( unjungan 

WALIKOTA BATAM 

ttd. 

Drs. AHMAD DAHLAN, MH 



NO 

I 

2 

LAMPIRAN II 
PERATLIRAN DALRAII 1\.0TA ~~AIAM 
NOMOR 12 TAl HJN 20 I I 
TENTANG 
PERUAAHAN ATAS PERATliRAN DAFRAH 
1\.0TA BAT AM NOMOR I TAHLIN 2008 TENTANCi 
1\.EPELABLIHANAN Dl 1\.0TA BATAM 

rARIF RETRIBllSI.IASA PEMANDllAN 

URAl AN 

lJNTlJK KAPAL ANGI\.UTAN DALAM NEGERI 

- Tarif Poko" 

rari f Tambahan 

UNTUI\. 1\.APAL ANGI\.UTAN LlJAR NECiERI 

-

-

Tarif Pokok 

TarifTambahan 

Salinan sesuai dengan aslinya. 
An. Sekretaris Daerah Kota Batam 

Asisten Pcmcrintahan 
ub 

1\.EPALA B!\GIAN lllll\.liM 

Pembina. Nip. 19671224 199403 I 009 

TAR IF 1\.ETI::RANGAN 

Rr :wooo.- Per (il/(icrakan 

Rp 10.- Per (il/(icrakan 

liS$. 34 00 Per CiT/Cierakan 

US$ 0.015 Per (j IAicrakan 

WALIKOTA BATAM 

ttd. 

Drs. AHMAD DAHLAN. MH 



LAMPIRAN Ill 
PERATLJRAN DAERAH KOTA BATAM 
NOMOR 12 TAIIlJN 2011 
TF.NTANG 
PFRlJBAIIAN AlAS PFRA TLIRAN DAFRAH 
KOTA HATAM NOMOR I TMHIN 200R Tt-:NTANCi 
Kt-:PLI.ABl:llANAN Dl KOlA BATAM 

IARIF DASAR PEI.A YANAN .IASA PI;NlJNDAAN lJNTlJK KAPAI. ANCiKliTAN I.AlJT DAI.AM NI-Cii-RI 

Dl PERAIRAN WA.IIB PANDLJ 

NO 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

LIRA IAN 

Kapal s/d :uoo CiT 

Tarifletap 

- Tarif Yariahcl 

Kapal 3.501 s/d 8.000 GT 

TarifTetap 

Tarif Yariahcl 

Kapal 8.00 I s/d 1-UJOOCiT 

TarifTetap 

- Tarif Yariahel 

Kapal 14.001 s/d 18.000 CiT 

- TarifTetap 

Tarif Yariahcl 

Kapal I R.OO I s/d 26.000 GT 

TarifTetap 

- Tarif Yariahel 

Kapal 26.00 I s/d 40.000 CiT 

TarifTetap 

- Tarif Yariahel 

Kapal40 001 s/d 75 000 CiT 

- Tarifletap 

- Tarif Yariahel 

Kapal diatas 75.000 CiT 

TarifTetap 

- Tarif Yariahel 

Salinan sesuai dengan aslinya. 
An. Sekretaris Daerah Knta Batam 

Asisten Pemerintahan 
uh. 

KEPALA BAGIAN Ht_JKUM 

DEMI HASFINLJL NST Sll M.Si 
Pembina. Nip. 19671224 199403 I 009 

TAR IF 

Rp 120.000.-

Rp. 2.-

Rp. 300.000.-

Rp 2.-

Rp. 4 75 000.-

Rp 2.-

Rp. 625 000.-

Rp. 2.-

Rp. I 000.000.-

Rp. 2.-

Rp. 1.000.000.-

Rp. 2.-

Rp. I 000 000.-

Rp. 2.-

Rp 1.350.000.-

Rp. 2.-

KETERANCiAN 

Per kap< 11 ) an g. ditunda!Jam 

Per GT/ kapal yang ditunda/Jam 

Per kap· 

Per CiT/ 

at yang ditunda!jam 

kapal yang ditundcvjam 

Per kap< 

Per GT/ 

11 yang ditundaljam 

kapal yang ditunda/jam 

Per kapa I yang ditundaljam 

Per CiT/ kapal yang ditundcvjam 

Per kap< 11 yang ditunda/Jam 

Per GT/ kapal ) ang ditunda/)am 

at yang ditunda/jam Per kap, 

Per CiT/ kapal yang ditunda/jam 

11 )ang ditunda/jam Per kap< 

Per CiT I kapal yang ditunda/jam 

Per kap at )ang ditunda/jam 

Per CiT I kapal yang ditunda/Jalll 

--'--··--· --·---------·-----' 

WALIKOTA BATAM 

ttd 

Drs. AHMAD DAHLAN. MH 



LAMPIRAN IV 
PERATliRAN DAFRAH 1\.0TA BATAM 
NOMOR 12 TAIILIN 2011 
ILNTANCi 
PLRliBAIIAN AlAS PLRAll'RAN DAI.RAH 
1\.0T A BATAM NOMOR I TAHLIN 200R TINTANCi 
1\.EPELAHLIHANAN Dl 1\.0TA BATAM. 

TAR IF DASAR PELA Y ANAN JASA PENLJNDAAN LJNTLJI\. 1\.APAL ANGI\.lllAN LAllll.lJAR NEGERI 

Dl PERAIRAN WAIIB PANDll 

NO 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

lJRAIAN 

1\.apal s/d 3.500 GT 

- TarifTetap 

- Tarif Variahel 

1\.apal 3 50 I s/d R 000 CiT 

- Tarifletap 

- Tarif Variahel 

l\.apa18.001 s/d 14.000GT 

Tarifletap 

larif Variahel 

Kapal 14 00 I s/d 18 000 CiT 

- TarifTetap 

- Tarif Variahel 

1\.apal 18.00 I s/d 26.000 CiT 

TarifTetap 

Tarif Variahd 

1\.apal 26.00 I s/d 40 000 GT 

- Tarifletap 

Tarif Variahel 

1\.apal 40 00 I s/d 75 000 ( i I 

Tariflctap 

- Tarif Variahel 

Kapal diatas 75.000 GT 

- TarifTetap 

- Tarif Variahel 

Sal in an sesuai dcngan as I in~ a. 
An. Sekretaris Daerah 1\.ota Hatam 

Asisten Pemerintahan 
uh. 

1\.EPALA BAGIAN 

Pemhina. Nip 19671224 199403 I 009 

.---· 

TARIF (lJS $) 1\.LTLRANCiAN 

145.00 Per kapal yang ditunda/jam 

0.004 Per GT/ kapal ~ ang ditunda/jam 

375.00 Per kapal yang ditunda/Jam 

0.004 Per CiT! kapal yang ditunda/Jam 

570.00 Per kapal ~ ang ditunda(jam 

0.004 Per CiT/ kapal ~ang ditunda/_1am 

770.00 Per kapal yang ditunda/.Jam 

0.004 Per GT/ kapal yang ditunda/jam 

1.220.00 Per kapal ~ ang ditunda/jam 

0.004 Per CiT/ kapal )ang ditunda(jam 

1.220.00 Per kapal yang ditunda/jam 

0.004 Per CiT/ kapal ~ang ditundaljam 

1.300.00 Per kapal yang ditunda/jam 

0.002 Per GT/ kapal yang ditunda/jam 

1.700.00 Per kapal ~ ang ditunda/.Jam 

().()()2 Per CiT/ kapal yang d1tunda/.iam 

WALIKOTA BATAM 

ttd 

Drs. AHMAD DAHLAN, MH 



LAMPIRAN Y 
PERATLJRAN DAFRAH KOTA BATAM 
NOMOR 12 TAIILIN 2011 
TLNTAN(i 
PERLJBAIIAN AT AS PLRATLIRAN DAERAH 
KOT A 13/\TAM NOMOR I TAIHIN 2008 TFNTAN(i 
KLPELABllllANAN Dl KOlA BATAM 

TAR IF RETRIRLJSI .IASA PELA Y ANAN AIR BERSIH 

NO 

I 

-

LIRA IAN 

T ARIF RETRIBLISI 

.IASA PEL/\ YANAN AIR AFRSIII 

Salinan sesuai dengan aslinya. 
An. Sekretaris Daerah Kola Batam 

Asisten Pemerintahan 
uh 

KFPALA BAGIAN 

Pembina. Nip. 19671224 199403 I 009 

TARIF (%) 

70 

KLTU{AN (iAN 

Ditamhah dari harga 
yang di_iual oleh penyc 

dasar air hersii1 
dia <m!Ton 

WALIKOTA BATAM 

ttd 

Drs. AHMAD DAHLAN, MH 



NO 

I 

2. 

LAMPIRAN VI 
PERATliRAN DAI-:RAIII\.OTA BATAM 
NOMOR 12 IAIILIN 2011 
TENTANG 
PERLIHAHAN ATAS PERATLIRAN DAFRAII 
1\.0TA BATAM NOMOR I TAIIliN 2008 TLNT/\N(i 
1\.EPFLMH 11-lANAN Dl 1\.0TA BAT AM 

TARIF RETRIHLISI .IASA DFRMNiA 
--

liRAIAN TAR IF SATliAN 

--r------
BARANG DALAM 1\.EMASAN 

a. Peti 1\.emas di Dermaga 1\.onvensional 

llkuran 20· 

- 1\.osong Rp. 13.000.- Per Box 

- lsi Rp. 27 000.- Per Bo\ 

Ukuran Lehih 20· 

- 1\.osong Rr 20 ooo.- Per Hox 

- lsi Rr 40 ooo.- Per Box 

h. Paid dan Unitisas1 Rp 700.- Per Ton/m' 

BARAN(i TIDAl\. DALAM 1\.EMASAN 

a. Tidak Menggunakan Alat 1\.husus I mekanis Rp. 800.- Per Ton/m' 
(conveyor /pipa I pompa /wheel loader dan 
sejenisnya) 

h. Menggunakan Alat Khusus I mekanis (conve)or Rr 7oo.- Per Ton/m' 
/pipa I pompa /wheel loader dan sejenisnya) 

c Hewan (sari. kcrhau. kamhmg. hahi. dan Rr 900.- Per ekor 
sejen1sn) a) 

WALIKOTA BATAM 

ttd 

Drs. AHMAD DAHLAN. MH 

Salinan sesuai dengan aslinya. 
An. Sekretaris Daerah 1\.ota Batam 

.... 

Pembina. Nip. 



NO 

I 

2. 

3 

LAMPIRAN VII 
PF.RATlJRAN DALRAH KOTA RATAM 
NOMOR 12 TAHLIN 2011 
TFNTANCi 
PFRLJBAIIAN ATAS PLRATliRAN DAFRAH 
KOlA BATAM NOMOR I TAIILIN 2008 TINIANCi 
KEPELARlii-IANAN Dl KOlA BATAM 

TARIF .IASA PENUMPUKAN 

LIRAIAN 

CilJDANCi 

LAPANGAN NON PETI KEMAS 

c. Barang Umum,/Curah/Palet/ 
Unitasi 

d. Hewan (sapi,kL•rbau,kambing, babi, 
dan sejenisnya) 

LAPANGAN PLTI KLMAS 

Ukuran 20· 

- Kosong 

- lsi 

- Overhigt/Overkngt/Overweigt 

- Peti Kemas reefer 

-Chassis 

- chassis hermuatan 

llkuran 4Cr 

- Kosong 

- lsi 

- Overhigt/Overlengt/Overweigt 

- Peti Kcmas reefer 

-Chassis 

- chassis hermuatan 

Salinan sesuai dengan aslinya. 
An. Sekretaris Daerah Kota Ratam 

Asisten Pemerintahan 
uh. 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
' 

Pembina. Nip. 146 7122..\ 144403 I 004 

TAR IF KETFRANCiAN 

Rp 500.- Per Ton atau m' I hari 

Rp. 250.- Per Ton atau m' I hari 

Rp. 700.- Per Lkor I hari 

Rp. I 450.- Per ho.x I han 

Rp 3 400.- Per hox I hari 

Rp. 7.800.- Per hox I hari 

Rp. 7.800.- Per hox I hari 

Rp. 3.000.- Per hox I hari 

Rp 3.000.- Per ho.x I han 

Ditamhah 

Tarif peti kemas 20· 

Rp 3.400.- Per ho\ I hari 

Rp. 7.800.- Per ho\ I hari 

Rp 15.600.- Per OO\ I hari 

Rp. 15.600.- Per ho.x I hari 

Rp. 6.000.- Per hox I hari 

Rp. 6.000.- Per hox I hari 

Ditamhah 

Tarifpeti kemas ..\(f 

WALIKOTA BATAM 

ttd 

Drs. AHMAD DAHLAN, MH 



LAMPIRAN VIII 
PERATlJRAN DALRAH KOT A RATAM 
NOMOR 12 TAHLIN 2011 
TENTANCj 
PERliHAHAN AlAS PLRATliRAN DAERAH 
KOTA BATAI'v1 NOMOR I TAfHIN 200X TFNTANCi 
KFPELAfHIIIANAN Dl KOTA BATAM 

rARIF RlTRIRliSI .IASA PAS PENlJMPANG. PAS PELARliHAN. DAN SLWA PFRAIRAN DIWILA YAH 
PELAHliHANAN MILIK PEMERINT AH DALRAfl 

A TARIF RFTRIRLISI .IASA PAS PENliMPANG 

NO liRAIAN TAR II· KFTFRANCiAN 

I Pas Penumpang Rp. I .(JOO.- Per Penumpang/orang 

H TARIF RETRIBlJSI .IASA PAS PLI.AIWHAN 

----- ----------·-- ---- ----

NO liRAIAN rARIF KLTLRANCJAN 

I Pas Pelabuhan 

a. Kendaraan Roda Dua Rp. I 000.- Satu kal i masuk 

b Kendaraan Roda Lmpat Rp. 2.000.- Satu kal i masuk 

C TARIF RETRIRLJSI SEWA PERAIRAN DIWILA YAH PELABlJHAN YANC) DISEDIAKAN. DIMILIKI DAN 
ATALJ DIKELOLA OLEH PEMERINTAH DAERAfl 

NO LJRAIAN TAR IF KFTLRANCiAN 
-------r----

I Sewa Perairan Rp. 1.000.- M 2 I Tahun 

WALIKOTA BATAM 

ttd 

Drs. AHMAD DAHLAN. MH 

Sal in an scsuai dcngan aslm~ a. 
An. Sekrctaris Daerah Kola Batam 

Pembina. Nip. 19671224 199403 I 009 


